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KPU. Pemilu Tahun 2024. Daerah Pemilihan.
Alokasi Kursi Anggota DPR. DPRD Provinsi. DPRD
Kabupaten/Kota.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk mewujudkan pemilihan umum sebagai
sarana kedaulatan rakyat dengan berasaskan langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan berprinsip
pada berkepastian hukum, perlu menerapkan 7 (tujuh)
prinsip penyusunan daerah pemilihan sebagaimana
diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum dalam penetapan daerah
pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-
XX/2022 telah menegaskan daerah pemilihan dan
alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada
pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, perlu menambahkan jumlah
daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
pada Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi
Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi
Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya dan daerah
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi pada Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tengah,
Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua
Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua
Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang
Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832);

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah—terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 984);

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 574);

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022
tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

Pasal 1
Dalam Peraturan Komisi ini, daerah pemilihan dan jumlah
kursi setiap daerah pemilihan anggota:
a. Dewan Perwakilan Rakyat;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
digunakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
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Pasal 2
Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi
ini.

Pasal 3
Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 4
Daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 5

(1) Daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, daerah pemilihan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dan daerah pemilihan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan peta daerah
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Peta daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum.

(3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak Peraturan Komisi ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
ttd.
HASYIM ASY’ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY
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